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ABSTRAK

Upayai kasasii adalah haki yang diberikani kepada terdakwai maupuni kepada penuntuti umum.
Tergantungi pada merekai untuk mempergunakani hak tersebut, seandainya i mereka dapat menerimai

putusani yang dijatuhkani dapat mengesampingkani hak itu tetapi apabilai keberatani atas putusani yang
idiambil, dapati mempergunakani haki untuk mengajukani permintaani kasasii kepada Mahkamahi Agung.
Berbarengani dengani haki mengajukani permintaani kasasii yang diberikani undang-undang kepada terdakwai

dan penuntuti umum, dengan sendirinyai haki itu menimbulkan “kewajiban” bagi pejabati pengadilan i untuk
menerima i permintaani kasasi, tidak adai alasani untuk imenolak. Di dalami Undang-Undang i No. 39 Tahuni

1999 Tentangi Haki Asasii Manusiai Pasali 17 Haki Memperoleh i Keadilani “Setiap orang, tanpa idiskriminasi,
berhaki untuk memperolehi keadilani dengan mengajukan ipermohonan, ipengaduan, dan igugatan, ibaik
dalam iperkara ipidana, iperdata, maupun iadministrasi sertai diadilii melalui proses peradilani yang bebasi dan
tidak imemihak, sesuaii dengan hukumi acarai yang menjamini memperolehi putusani yang adili dan ibenar”.
Bagaimanai pengaturani pembatasani kasasii dalam sistemi peradilani pidanai di Indonesia i ? , Bagaimana i

pembatasani kasasii tindaki pidanai ringani dalam perspektifi HAM ?. Jenis penelitiani yang digunakani dalam
penelitiani ini adalah penelitiani hukumi normativei (Normativei legali research). Fungsii pengadilani kasasii
seharusnyai dikembalikani pada ikhitahnya, yaitui untuk menjagai kesatuani hukum. Bila pengadilani kasasii
terusi menerusi berusahai menjalankani fungsii yang tak berbedai dengan pengadilan i bandingi atas dalihi

keadilan iindividu, maka justrui keadilani bagi orangi banyak telah idilanggar. Pembatasani perkarai dengan
demikiani menjadii suatu keharusani bila kita menginginkani kembalinya i kewibawaani pengadilan.

(kata kunci : ikasasi, itindak ipidana iringan, ihak iasasi imanusia)

ABSTRACK

The effortsi of casssationi is a righti giveni to the defendanti or iprosecutor. Dependingi on themi to
applyi those irights, if theyi can accepti the verdicti beingi droppedi can overridei that righti but if objectedi to
decisioni taken, cani use the righti to filei a requesti to the supremei courti of Cassation. In unisoni with i the righti

to appeali for pardoni and giveni laws to the accusedi and the public iprosecutor, by itself it liabilityi for courti

officialsi to accepti the appeali for ipardon, therei is no reasoni to ireject. In the legislationi the numberi thirty-
ninei yeari nineteeni hundredi ninety-nine on humani rightsi articlei seventeen i rightsi justicei “Everyone,
withouti any idiscrimination, hasi the righti to obtain i justicei by fillingi a ipetition, icomplaint, and a ilawsuit,
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whetheri in icriminal, icivil, or iadministrative as welli as judgedi throughi judiciali process i that is freei and
iimpartial, in accordancei with the lawi that guaranteesi a fairi verdicti and acquirei the iright”. Howi to settingi

restrictionsi on cassation i in the criminali justicei system in iindonesia ?, Howi the restrictioni of cassation i

criminali offencei withini a humani rightsi perspectivei ?. The typei of researchi used in thisi studyi are normativei

legali researchi (Normativei legal iresearch). The functioni of the courti of cassation i shouldi be returnedi at
ikhitahnya, that is to maintaini the unityi of the ilaw. Wheni the courti of icassation is constantlyi tryingi to runi a
functioni that is noti unlikei the court of appeali upon the pretexti of, theni precisely justicei for manyi peoplei

has been iinfringed. Limitation i of the matteri thus becomesi a must if we wanti the returni of the authorityi of
the icourt.

(keywords : icassation, icriminal iacts, ihuman irights)

PENDAHULUAN

Konsepi dasar filosofisi Negarai Kesatuani Republiki Indonesia (NKRI) adalah Negarai yang
berdirii di atas hukumi yang menjamini keadilani kepada warga inegaranya. Keadilani merupakani

syarati bagi tercapainyai kebahagiaani hidup untuk wargai negarai dan sebagai daripada keadilani

itu perlu diajarkani rasa susilai kepada setiap manusiai agar menjadii wargai negarai yang baik.
Peraturani yang sebenarnyai adalah peraturani yang mencerminkani keadilani bagi pergaulani antar
warga inegara, maka yang memerintahi negarai bukanlahi manusiai melainkani pikiran yang iadil.
Dalam negara ihukum, kekuasaani negarai berdasarkan atas hukumi bukan kekuasaani belaka serta
pemerintahani negarai berdasarkani pada konstitusii yang berpaham ikonstitusionalisme, tanpa hal
tersebuti suliti disebut sebagai negara ihukum. Supremasii hukumi harus mencakupi tigai ide dasar
ihukum, yakni ikeadilan, ikemanusiaan, dan ikepastian. Oleh karena itu di negarai hukumi tidak
boleh mengabaikani rasa ikeadilan imasyarakat.1

Negara-negara komunisi atau negarai otoriteri memiliki konstitusii tetapi menolaki gagasani

tentangi konstitusionalismei sehinggai tidak dapat dikatakani sebagai negarai hokum dalam arti
isesungguhnya. Bahwai negarai hukumi adalah iunik, sebab negarai hendaki dipahamii sebagaii suatu
konsepi yang unik karenai tidak ada konsepi lain. Dalam negarai hukumi nantinyai akan terdapati

satu kesatuani sistem hukumi yang berpuncaki pada konstitusii atau Undang-Undang Dasari Negarai

Republiki Indonesiai Tahuni 1945. Negarai tidak ikut campuri tangan secara banyak terhadapi urusani

dan kepentingani warga inegara. Namun seiring perkembangan izaman, negarai hukumi formili
berkembangi menjadi negarai hukum materili yang berarti negarai yang pemerintahannyai memiliki
keleluasaani untuk turuti campuri tangani dalam urusani wargai negarai dengan dasari bahwa
pemerintahi ikut bertanggungjawabi terhadap kesejahteraan irakyat. Negarai bersifati aktifi dan
mandirii dalam upayai membanguni kesejahteraan irakyat.2

Tujuan utamai dalam suatu prosesi di mukai pengadilani adalah untuk memperolehi putusani

hakimi yang berkekuatani hukumi tetap. Akan itetapi, setiapi putusani yang dijatuhkani hakimi belum
tentu dapati menjamini kebenarani secara iyuridis, karena putusani itu tidak lepasi dari kekeliruani

dan ikekhilafan, bahkani tidak mustahili bersifati imemihak. Agari kekeliruani dan kekhilafani itu
dapat idiperbaiki, maka demi tegaknyai keadilani terhadap putusani hakimi itu dimungkinkani

untuk diperiksai iulang. Cara yang tepati untuk dapat mewujudkani kebenarani dan keadilani itu
adalah dengan melaksanakani upaya ihukum. Upayai hukumi adalah haki terdakwai atau penuntuti

umum untuk tidak menerimai putusani pengadilani yang berupa perlawanani atau bandingi atau

1 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm.1.
2 Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Prenada Media

Grup, Jakarta, 2009, hlm. 19.
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kasasii atau hak terpidanai untuk mengajukani permohonani peninjauani kembali dalam hal serta
menuruti cara yang diaturi dalam iKUHAP, upaya hukumi terdirii dari upayai hukumi biasa dan
upayai hukumi luar biasa.3

Tujuani hukumi berhubungani dengan kesejahteraani dan keadilani manusia, sebenarnyai

yang mempunyaii tujuani adalah manusiai dan hukumi hanya sebagaii alati manusiai untuk
mencapaii itujuan, namuni karena manusiai dan hukumi tidak dapat dipisahkani maka dikatakani

tujuan ihukum. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatani benar-benar dipatuhii dan ditaatii
sehinggai menjadi kaidah ihukum, maka peraturani kemasyarakatani tersebut harusi dilengkapii

dengan unsuri memaksai dengan demikiani hukumi mempunyaii sifati mengaturi dan memaksai

setiapi orang supaya menaatii tatai tertibi dalam masyarakati serta memberikani sanksii yang tegasi

(berupai hukuman) terhadap siapai sajai yang tidak mau imematuhinya. Prosesi apapun mengenaii
tindaki pidanai yang termasuki dalam pemeriksaani acara ringani undang-undangi tidak
menjelaskani tetapi undang-undang menentukani patokani dari segi ancaman ipidananya. Ukurani

yang menjadii patokani menentukani sesuatu perkarai diperiksai dengan acara iringan, secarai umum
ditinjaui dari ancamani tindaki pidanai yang didakwakani palingi lamai 3 bulani penjarai atau
kurungani dan atau dendai palingi banyaki Rp. 7.500,00 tanpa mengurangii pengecualiani terhadap
tindaki pidanai ringan.4

Putusani dalam pemeriksaani perkarai acara tindaki pidanai ringan tidak dibuat secarai

khususi dan tersendirii seperti putusani perkarai dengan acara ibiasa, jugai putusani tersebut tidak
dicatati dan disatukani dalam beritai acarai sidangi seperti yang berlakui dalam perkarai pemeriksaani

dengan acara isingkat. Putusani dalam perkarai tindaki pidanai ringani cukup berupai bentuki

“catatan”, yang sekaligusi berisii amari putusani berbentuk “catatan dalam daftar catatan iperkara”.
Mengenaii sifati putusani dalam acarai ini, disebutkani dalam Pasali 205 ayati (3) yang menegaskani

antarai lain “ Pengadilani mengadilii dengan hakimi tunggali pada tingkati pertamai dan iterakhir”.
Pengadilani Negerii dalam memutusi perkarai dengan acarai tindaki pidanai ringani sekaligusi

bertindaki sebagai peradilani instasii pertamai dan tingkat ibanding, karena itu putusani tersebut
tidak dapat diajukani permintaani banding. Kebenarani putusani tersebut tidak dapat diujii oleh
peradilani tingkat ibanding, jika terdakwai keberatani atas putusani maka upayai hukumi yang dapat
ditempuhi mengajukani permintaani kasasii sesuai dengan ketentuani Pasali 244, sebab sesuaii

dengan ketentuani ini terhadapi putusani pidanai yang diberikani pada tingkat terakhiri oleh
pengadilani lain selain daripada Mahkamahi Agung, terdakwai atau penuntuti umum dapati

mengajukani pemeriksaan ikasasi.5

Mahkamahi Agungi merupakan ilembagai Negarai dan ipengadilan Negarai tertinggi,
idealnyai juga hanya mengadilii perkarai yang sangat ifundamental, bentuk tindaki pidanai yang
berati serta mempunyaii nilai objeki perkarai yang itinggi. Persoalannyai untuk menentukani standarti

perkarai yang fundamentali indikatornyai sangat suliti dan irelatif, apalagi menyangkuti hargai diri.
Peraturani perundang-undangani telah berusahai memberikani mengaturi pembatasani upayai

hukumi baiki formili maupun isubstansial, namun pada akhirnyai terbenturi pada haki asasii setiapi

pencarii keadilani dalam upayai memperolehi ikeadilan. Adapuni pengaturan pembatasani upaya
hukumi sebagaimanai diaturi menuruti ketentuani Undang-Undang No. 5 Tahuni 2004 Pasal 45A

3 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 422.
4 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

hlm.422.
5 Romli Atmasasmita, Sistem peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 2.
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“Mahkamahi Agungi dalam tingkat kasasii mengadilii perkarai yang memenuhii syarati untuk
diajukan ikasasi, kecuali perkarai yang oleh Undang-Undang ini dibatasi ipengajuannya”.6

Haki asasii manusiai menjadi bahasani pentingi setelah Perangi Duniai II dan padai waktui

pembentukani Perserikatani Bangsa-Bangsa tahuni 1945, istilah HAMi menggantikani istilah Naturali

iRights. Hal ini karena konsepi hukumi alami yang berkaitani dengan hak-hak alami menjadi suatui

ikontroversial. Haki asasii manusiai yang dipahamii sebagai naturali rightsi merupakani suatu
kebutuhani dari realitasi sociali yang bersifat iuniversal, dalam perkembangannyai telah mengalamii

perubahan-perubahan mendasari sejalani dengan keyakinani dan praktek-praktek sociali di
lingkungani kehidupani masyarakati luas. Pembahasani HAMi terbatasi dalam konteksi sistemi

peradilani pidanai (criminal justice system) yang berada dalam kerangkai jaringani sistem peradilani

yang mendayagunakani hukumi pidanai materili dan hukumi pidanai formili kiranya tidak akan
memperolehi gamabarani menyeluruhi dan isistemik, sehinggai perlui dikajii secara iutuh, haki dan
kewajibani serta etikai penguasai dalam memperlakukani pelakui tindak ipidana, tatai carai

mengajukani keberatani sampai perlu dengan ikerjasama.

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Haki Asasii Manusiai Pasali 17 Haki

Memperolehi Keadilani “Setiap iorang, tanpa idiskriminasi, berhaki untuk memperoleh keadilani

dengan mengajukani ipermohonan, ipengaduan, dan igugatan, baiki dalam iperkara ipidana, iperdata,
maupun iadministrasi serta diadilii melalui proses peradilani yang bebasi dan tidak imemihak,
sesuai dengan hukumi acarai yang menjamini memperolehi putusani yang adili dan ibenar”.7 Dalam
rangkai menegakkani butir-butir haki asasi manusiai tersebut, telah diaturi pula kewajibani orang
lain untuk menghormatii haki asasii orang lain serta tanggung ijawab Negarai atas tegaknyai haki

asasii imanusia, khususnyai memperoleh ikeadilan, diaturi dalam Pasali 28A sampai Pasali 28J
Undang-Undang Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945. Salahi satui esensii pokok tugasi

penegakani hukumi adalah tegaknyai hukumi dan ikeadilan, maka keadilani itu memilikii sesuatu
nilaii dan rasai yang bersifati realatifi dan apa yang adili bagi seseorangi atau suatu kelompoki belum
tentu dirasakani adili bagi orang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membahas tentang pembatasan kasasi dalam
tindak pidana ringan.
RUMUSANMASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanai Pengaturani Pembatasani Kasasii dalam Peradilani Pidanai di iIndonesia ?
2. Bagaimana Pembatasani Kasasii dalam Tindaki Pidanai Ringani Perspektifi HAMi ?

METODE PENELITIAN
Jenis penelitiani yang digunakani dalam penelitiani ini adalah penelitiani hukum normatifi

(normative legal research), yaknii penelitiani hukumi untuk menemukani aturan ihukum, prinsip-
prinsip ihukum, maupun doktrin-doktrin hukumi gunai menjawabi isu hukumi yang idihadapi. Ada
3 (tiga) pendekatani yang digunakani dalam penelitiani hukumi ini, yaitu pendekatani perundang-
undangan (statute approach), pendekatani konseptuali (conseptual approach), pendekatani kasusi (casse
approach) Pendekatani perundang-undangan dilakukani dengan menganalisisi UUD 1945 dan
Undang-Undang iterkait, dengani isui hukumi yang iditeliti, yaitu terkaiti pembatasan kasasii dalam
tindaki pidanai iringan. Pendekatani konseptuali dalam penelitiani ini beranjaki dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembangi mengenai ikasasi, tindaki pidanai ringan, haki

6 Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 537.
7Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 99.
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asasi imanusia, yang menjadi fondasii dalam membanguni argumentasii untuk memecahkani isui

hukumi yang iditeliti. Serta pendekatani kasusi agar sedapati mungkin mengetahuii dan memahamii
faktai materili yang beradai dalam putusani hakimi yang telah mempunyaii kekuatani hukumi tetap.

Pengaturan Pembatasan Kasasi dalam Peradilan Pidana Indonesia

Dalami kehidupani bermasyarakati dimungkinkani terjadinyai suatu tindak kejahatani yang
dilakukani oleh individui atau kelompoki sebagai akibati dari adanyai gesekan ikepentingan. Suatu
tindaki kejahatani pada akhirnyai akan menimbulkani pelanggarani hak-hak individui ataupun haki

kolektifi yang apabilai tidak ditanggulangii justrui berpotensii menimbulkani kejahatan-kejahatan
lainnya. Luasnyai dimensii penyebabi kejahatani dan akibati yang dapat ditimbulkani dari suatui

kejahatani telah membawai parai ahlii hukumi pidanai untuk mencobai menjawabi permasalahani

mengenaii penanggulangani kejahatani tersebut dengan memformulasikani suatu rekayasai sosiali
dalam bentuki sisterm iperadilan ipidana, yang secara umumi memilikii tujuani untuk menindaki

pelakui kejahatani sekaligusi memperbaikii si pelakui tindaki pidanai dan mencegahi agari suatu
kejahatani tidak lagi terjadii di imasyarakat.8

Tujuan iawalnya, KUHAPi menempatkani tersangka/terdakwa sebagaii subjeki dimanai

dalam setiapi pemeriksaani tersangka/terdakwa harusi diperlakukani dalam kedudukani sebagaii

manusiai yang mempunyai iharkat, martabati dan iharga idiri. Namun ipraktiknya, seringi kali
tersangkai terlihati sebagaii objeki yang ditanggalii haki asasii dan harkati martabati kemanusiaannyai

secarai sewenang-wenangi oleh aparati penegak ihukum. Haki atas kedudukani yang setarai di
hadapani hukumi (equalityi beforei the ilaw), haki ini memilikii artii bahwai setiapi orangi harusi

diperlakukani sama tanpa memerhatikani jenis ikelamin, iras, istatus ifinansial, baik dalam rangkaiani

prosesi peradilani maupuni di dalam penerapan ihukumnya. Haki ini harus dipenuhii baik terhadapi

orangi yang melakukani pelanggaran iringan, ataupun kejahatani serius isekalipun. Selain itu,
kesetaraani juga berartii bahwai setiapi orang harusi memilikii aksesi yang setarai dan samai kepada
ipengadilan, dalam artiani untuk memperolehi pemulihani atau imenuntut ipertanggungjawaban.
Prinsipi kesetaraani ini harusi dijamini sepanjangi tahap sebelum persidangani dan selama
ipersidangan.9

KUHAPi membedakan upayai hukumi biasa dan luari biasa. Upaya hukumi biasa
merupakan Bab XVII sedangkan upayai hukumi luari biasai Bab XVIII. Upayai hukumi dibedakani

menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Upayai hukumi biasa yang terbagi atas :

a. iBanding;
b. iKasasi.

2. Upaya hukum luar biasa yang terbagi atas :
a. iKasasi demi kepentingan ihukum;
b. iPeninjauan kembali putusani pengadilani yang telah memperoleh ikekuatan

ihukum tetap.

Perbedaan antara upaya hukumi biasa dan upayai hukumi luar biasa adalah terletak
pada :

8 Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia,
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.1.

9 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pemabahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum
Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.497.
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a. Upayai hukumi biasa diajukani terhadapi putusani pengadilani yang belum
mempunyaii kekuatan hukumi tetap, sedangkan upaya hukumi luar biasa diajukani

terhadap putusani pengadilani yang telaah mempunyaii kekuatani hukumi tetap.
b. Upaya hukumi biasa tidak memerlukani syarat-syarat yang bersifati khususi atau

syarat-syarat itertentu, dalam hal upayai hukumi luar biasai hanyai dapat diajukani

apabilai terpenuhii syarat-syarat itertentu;
c. Upayai hukumi biasa tidak selamanyai diajukani ke Mahkamahi iAgung, sedangkan

upaya hukumi luar biasai diajukani ke Mahkamahi Agungi dan diperiksai serta diputusi

oleh Mahkamahi Agungi sebagai instansii pertamai dan iterakhir.

Upayai hukumi biasa merupakani upaya hukumi yang dimintakani terhadap putusani

pengadilani yang belum mempunyaii kekuatani hukumi tetap. Upayai hukumi biasa terdirii dari dua
bagian, bagian kesatui tentang pemeriksaani bandingi dan pemeriksaan ikasasi. Kasasii adalah
salahi satu upayai dalam rangkaiani penegakani hukumi yang bertujuaani untuk memperolehi

kepastiani hukumi yang berintikani keadilani dan kebenarani yang hidupi di tengah imasyarakat.
Kasasii yang berartii pembatalani itu hanyai pada Mahkamahi Agungi selaku Pengadilani Negarai

iTertinggi. Kasasii hanya dilakukani apabilai sudah tidak ada upayai hukumi lain yang masih dapat
iditempuh. Pembatalani itu dilakukani terhadapi putusani pengadilani penilaii faktai yang dinali
tidak sesuaii dengan iUndang-Undang dan hukumi yang iberlaku. Tujuannyai adalah untuk
tercapainyai keadilani dan kebenarani serta kesatuani dan kesamaani penerapani hukumi di seluruhi

wilayah inegara. Untuk imewujudkannya, apabilai perlu Mahkamahi Agungi dengan putusani

kasasinyai dapat menciptakan ihukum.10

Apabila Mahkamahi Agungi menerima permohonani kasasii yang diajukani oleh ipemohon,
maka Mahkamahi Agungi akan segera memeriksai permohonani kasasii yang idiajukan. Pemeriksaani

didasarkani pada nomori urut permohonani kasasii yang ada pada iMahkamah iAgung. Permohonani

yang mempunyaii nomori urut lebih iawal, maka akan diperiksai lebih dulu daripadai yang
bernomori urut ibelakangan. Pemeriksaani pada tingkati kasasii dilakukani sekurang-kurangnya oleh
3 (tiga) orang hakimi berdasari berkasi perkarai yang diajukani oleh pengadilani lain selain
iMahkamah iAgung, seperti yang diatur dalam Pasali 253 ayati (2) iKUHAP. Selaini didasarkan pada
berkas iperkara, pemeriksaani juga didasarkani pada memorii kasasii yang berisii alasan-alasan
permohonani kasasii oleh ipemohon, seperti diaturi dalam Pasali 253 ayati (1) iKUHAP. Mahkamahi

Agungi dalam mengambili keputusani tidak terikati pada alasan-alasani yang diajukani oleh
pemohoni kasasii dan dapat memakaii alasan-alasan hukumi lain. Meskipun alasani hukumi yang
diketahui Mahkamahi Agungi tidak disebutkani oleh pemohon ikasasi, maka alasani yang diketahuii
tersebuti dapat diterapkani dan dijadikani acuani oleh Mahkamahi Agungi dalam memberikani

putusani kasasii yang diajukani oleh pemohoni kasasii akani dijadikani sebagai petunjuki olehi

Mahkamahi Agungi dalam imemberikan ikeputusan, sedangkani pengambilani keputusani sendirii

didasarkani pada berkasi pemeriksaani perkarai pada pengadilani bawahani yang telah dikeluarkani

iputusan, sehingga Mahkamahi Agungi dalam memberikani putusani tidak mengacui pada memorii
kasasii yang idiajukan, melainkani pada berkasi pemeriksaani perkarai yang dikirimkani oleh paniterai

Pengadilani Negerii yang memberikani putusani tingkati pertamai atas putusani yang diajukani

ikasasi.11

10 Alfi Fahmi, Sistem Pidana di Indonesia, Akbar Pressindo, Surabaya, 2002, hlm. 35.
11 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009,

hlm. 100.



7

Pengadilani tingkati pertamai pada hakikatnyai adalah pengadilani yang bertugasi memeriksai

fakta-faktai dalam suatui peristiwai kongkreti tertentui dan kemudiani menetapkani apa hukumnyai

yang berlakui terhadapi fakta-fakta idemikian. Oleh karena itu, pengadilani tingkati pertamai

dikatakani sebagai ijudex ifacti, sedangkan pengadilani tingkati bandingi pada hakikatnyai bertugasi

menjawabi persoalani apakah pengadilani tingkati pertama telah benari dalam memeriksai fakta-
fakta yang diajukani kepadanyai dalam suatu peristiwai kongkreti tertentu dan juga apakah telah
benari dalami menerapkan hukumi yang berlakui terhadapi fakta-fakta dalami peristiwa kongkreti

tersebut.

Beberapai waktui terakhiri isui pembatasani perkarai kasasii kembali menjadii perbincangani

ihangat. Ketuai Mahkamahi Agungi dan Ketuai Mahkamahi Konstitusii bersama-sama berpikiri

pentingnyai pembatasani perkarai kasasii melalui peraturani perundang-undangan yang mengaturi

pembatasani upayai kasasii baiki formili maupun isubstansial. Tampaknyai pembatasani kasasii
menyerahi kepada soali praktisi ketidakmampuani kerjai kerasi menyelesaikani banyaknyai perkarai

yang menumpuki di Mahkamahi iAgung. Keadaani inilahi yangi dijadikani alasani pentingnyai

pembatasani perkarai kasasii sebagaimanai dengan adanyai hukumi positifi yakni Undang-undang
Nomori 5 Tahuni 2004 tentang iMahkamah iAgung.12

Di dalam Pasali 45 A iUndang-Undang Nomori 5 Tahuni 2004 ditentukani bahwa perkarai

yang dikecualikani untuk ikasasi, yaknii putusani tentang ipraperadilan, perkarai pidanai yang
diancami dengan pidanai penjarai palingi lamai 1 (satu) tahuni dan atau diancami ipidana idenda, dan
perkarai Tatai Usahai Negarai (TUN) yang objeknyai gugatannyai berupa keputusani pejabati daerahi

yang jangkauani keputusannyai berlakui di wilayahi daerahi yang ibersangkutan. Ditentukani pulai

bahwai permohonani kasasii terhadapi perkarai yang dikecualikan itu atau permohonani kasasii yang
tidak memenuhii syarat-syarat formali dinyatakani tidak dapat diterimai dengan penetapani ketuai

pengadilani tingkati pertama dan berkasi perkaranyai tidak dikirimkani ke Mahkamahi iAgung.
Bahkani dengan tagasi telah diaturi pada ayati (3) bahwai penetapani ketuai pengadilani itu tidak
dapati diajukani upaya ihukum. Pada iintinya, untuk semua perkarai tersebut menjadii tertutupi totali

untuk iupaya ikasasi. Hal ini menjadii soali seriusi terutamai untuk hukumani penjarai satu tahuni

karena menyangkuti nasib hidup iorang, walaupun itu bisai dipahamii untuk perkarai lainnya.13

Pembatasan kasasi ini menjadi kendala bagi masyarakat yang mencari keadilan. Karena
dalam prakteknya masih ada putusan i Mahkamah i Agung i Republik Indonesia i yang memutus atas
dasar KUHP Pasal 335 Ayat (1) ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini menarik
karena Mahkamah Agung masih ada mengeluarkan putusan kasasi yang dipidana ibanding
divonis i hukuman i dibawah satu tahun. Jadi dalam i prakteknya i Mahkamah i Agung i sendiri masih i

tidak membatasi i dirinya untuk tidak menerima perkara i kasasi i sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang i No.5 Tahun i 2004.

Peraturan i perundang-undangan telah berusaha memberikan mengatur i pembatasan i upaya
hukum baik formil i maupun substansial i, namun i pada akhirnya terbentur i pada hak i asasi i setiap

12 Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar
Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 57.

13 Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 78.
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pencari keadilan dalam i upaya memperoleh i keadilan.14 Adapun pengaturan i pembatasan i upaya
hukum i antara lain sabagaimana diatur menurut ketentuan :

1. Undang-Undang i Nomor 5 Tahun 2004 Pasal i 45A :
1) Mahkamah i Agung dalam tingkat kasasi i mengadili perkara yang memenuhi

syara untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang i ini
dibatasi i pengajuannya;

2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana i dimaksud pada ayat i (1) terdiri atas :
a. Putusan i tentang Praperadilan;
b. Perkara pidana yang diancam i dengan pidana i penjara paling lama 1 (satu)

tahun i dan/atau diancam pidana i denda;
c. Perkara i tata i usaha negara i yang objek gugatannya berupa i keputusan pejabat

daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan.

3) Permohonani kasasii terhadapi perkarai sebagaimanai dimaksudi pada iayat (2) atau
ipermohonan ikasasi yang tidak imemenuhi syarat-syarat iformil, idinyatakan tidak
idapat iditerima dengan ipenetapan iketua ipengadilan itingkat ipertama dan iberkas
iperkaranya tidak idikirimkan ke iMahkamah iAgung;

4) Penetapani iketua ipengadilan isebagaimana idimaksud ipada iayat (3) tidak idapat
idiajukan iupaya ihukum;

5) Pelaksanaani iketentuan isebagaimana idimaksud ipada iayat (3) dan iayat (4) idiatur
ilebih ilanjut oleh iMahkamah iAgung;

2. Undang-Undang iNomor 48 iTahun 2009 iTentang iKekuasaan iKehakiman
iPasal 23 :
iPutusan pengadilanii dalam itingkat ibanding idapat idimintakan ikasasi ikepada
iMahkamah iAgung oleh ipihak-pihak yang ibersangkutan, ikecuali iUndang-Undang
imenentukan lain.
Pasal 26 :
6) iPutusan ipengadilan itingkat ipertama idapat iidimintakan ibanding ikepada

ipengadilan itinggi ioleh ipihak-pihak ibersangkutan, ikecuali iUndang-Undang ilain.
7) iPutusan ipengadilan itingkat ipertama, iyang itidak imerupakan ipembebasan idari

idakwaan iatau iputusan ilepas idari isegala ituntutan ihukum, idapat idimintakan
ibanding kepada ipengadilan itinggi ioleh ipihak-pihak yang ibersangkutan.

3. iUndang-Undang iNomor 8 iTahun 1981 iTentang iKUHAP pada ibagian ikedua, iBab
XVII iPasal 244 isampai idengan iPasal 258. iMenurut iketentuan iUndang-Undang
iNomor 8 iTahun 1981.
iPasal 244 :
iTerhadap iputusan iperkara ipidana iyang idiberikan ipada itingkat iterakhir ioleh
ipengadilan ilain iselain idari ipada iMahkamah iAgungi, iterdakwa iatau ipenuntut
iumum idapat imengajukan ipermintaan ipemeriksaan ikasasi ikepada iMahkamah
iAgung ikecuali iterhadap iputusan ibebas.
Pasal 246 :

14 Ni Nengah Adiyaryani, 2010, Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap
Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, FH UNDIP Semarang, Tesis Magister
Ilmu Hukum, h. 111.
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1) iApabila itenggang iwaktu isebagaimana dimaksud idalam iPasal 245 iayat (1) itelah
ilewat itanpa idiajukan ipermohonan ikasasi ioleh iyang ibersangkutani, imaka iyang
ibersangkutan imenerima iputusan.

Pasal 247 :

1) iSelama iperkara ipermohonan ikasasi belum idiputus oleh iMahkamah iAgung,
ipermohonan ikasasi dapat idicabut isewaktu-waktu dan idalam hal isudah idicabut,
ipermohonan ikasasi dalam iperkara itu tidak dapat idiajukan lagi.

iPasal 248 :

1) iPemohon ikasasi iwajib imengajukan imemori ikasasi yang imemuat alasan
ipermohonan ikasasinya dan dalam iwaktu empat ibelas hari isetelah imengajukan
ipermohonan tersebut, iharus sudah imenyerahkannya ikepada ipanitera yang
untuk itu imemberikan isurat itanda terima.

iSebaiknya tidak ada ipembatasan ipengajuan ikasasi idimana itujuannya jelas untuk
imemastikan iapakah isetiap iperkara telah idiputus dengan ibenar idiputuskan dalam ikesatuan
isupremasi ikepastian ihukum, karena ibagaimana pun juga, iputusan ikasasi oleh iMA selaku ijudex
ijuris akan iberimplikasi ipraktis imenjadi isumber ihukum berupa iyurisprudensi yang
imengakibatkan iputusan itu dapat iberlaku iumum (erga iomnes). Dengan ibegitu, tidak ada iHakim
yang akan isebegitu imudah imemutuskan saja iperkara yang sedang iditanganinya dan isetiap
iperkara isenantiasa ibernilai ikebenaran ikeadilan yang iberkepastian. iUpaya ikasasi adalah iwujud
dari ipertanggungjawaban iperadapan imenusia iagar ikebenaran idan ikeadilan idapat iterwujud
ikarena ipertaruhannya adalah inilai iluhur iharkat idan imertabat imanusia iyang ibisa isaja iakibat
iputusan iitu ijadi imengubah inasib idan irejeki ihidup iterdakwa idikemudian ihari.15

iPenerapan Undang-undang ipembatasan ikasasi iini ibelum idilaksanakan secara
ikensekwen. iMahkamah iAgung sendiri tidak imembatasi idirinya untuk tidak imenerima iperkara
ikasasi ipidana yang idiancam dengan ipidana ipenjara paling lama 1 (satu) itahun dan atau
idiancam ipidana idenda isebagaimana idiatur dalam iPasal 45 A iayat (2) UU No. 5 iTahun 2004
Tentang iMahkamah iAgung. Hal ini ikarena imasih ibanyak iperkara ipidana ihukuman imaksimal
satu tahun idiperiksa dan idiputus oleh iMahkamah iAgung dalam iperkara ikasasi. Hal ini
idisamping imembingungkan para ipencari ikeadilan juga imemberi igambaran inegatif, seoalah-olah
iMahkamah iAgung imelakukan tebang ipilih ikasus. iPijakan iMahkamah iAgung dalam imemutus
iperkara telah ibergeser dari imasalah ijudex ijurist ke masalah ijudex ifactie. iMahkamah iAgung ilebih
memilih untuk imemastikan ipenyelesaian ipermasalahan ihukum melalui iperkara iindividual
idibandingkan idengan menjaga ikesatuan penerapan ihukum secara inasional demi imeningkatkan
ikepastian dan ikeadilan bagi orang ibanyak. Hal tersebut imenimbulkan imentalitas apabila
seseorang ikalah di pengadilan inegeri, maka ia akan imengajukan ibanding, ikasasi, bahkan isampai
iPeninjauan iKembali (PK). Hal inilah yang imenyebabkan imembanjirnya iperkara yang kini
menjadi masalah iinstitusional utama di iMahkamah iAgung.

15 Pini Alvionita, 2016, Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, FH Universitas
Tadulako Sulawesi Tengah, Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 4, No. 8, h. 14.
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KUHAP membedakan upaya ihukum biasa dan luar ibiasa. Upaya ihukum biasa
merupakan Bab XVII sedangkan iupaya ihukum luar biasa Bab XVIII. iUpaya ihukum
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. iUpaya ihukum biasa yang terbagi atas :
a. iPerlawanan/verzet, yaitu iperlawanan iterdakwa atas putusan ipengadilan

diluar ihadirnya iterdakwa (verstek) atau iperlawanan iJaksa Penuntut iUmum
atas ipenetapan ipengadilan imengenai tidak diterimanya tuntutan iJaksa
iPenuntut Umum dan dengan iadanya iperlawanan itu imaka iputusan ihakim
semula menjadi igugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP).

b. iBanding (hoger beroep) iberdasarkan iPasal 67 KUHAP adalah ihak dari
iterdakwa atapun iJaksa Penuntut iUmum meminta ipemeriksaan ulang kepada
ipengadilan yang lebih itinggi karena tidak puas atass iputusan ipengadilan
sebelumnya.

c. iKasasi (cassatie) yaitu ihak yang idiberikan kepada iterdakwa maupun iJaksa
iPenuntut Umum untuk meminta ikepada iMahkamah iAgung agar dilakukan
ipemeriksaan iterhadap iputusan iperkara pidana pada ipengdilan itingkat
bawahnya

2. iUpaya ihukum luar biasa (Buitengewone Rechtsmiddelen) dalam hal ini idilakukan
iterhadap putusan ipengdilan yang telah imemperoleh ikekuatan ihukum tetap,
yang terdiri atas :
a. iKasasi demi ikepentingan ihukum (cassatie in het belang van het recht) yaitu

salah satu upaya ihukum luar biasa yang idiajukan terhadap isemua iputusan
yang telah imemperoleh ihukum tetap dari iputusan ipengadilan iselain dari
putusan iMahkamah iAgung.

b. iPeninjauan ikembali putusan ipengadilan yang telah imemperoleh ikekuatan
ihukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan antara iupaya ihukum biasa dan iupaya ihukum luar biasa adalah terletak
pada :

a. iUpaya ihukum biasa idiajukan terhadap iputusan ipengadilan yang belum
imempunyai ikekuatan ihukum tetap, isedangkan iupaya ihukum luar biasa
idiajukan terhadap iputusan ipengadilan yang telaah imempunyai kekuatan
ihukum tetap.

b. iUpaya ihukum biasa tidak imemerlukan syarat-syarat yang ibersifat ikhusus atau
syarat-syarat itertentu, dalam hal upaya ihukum luar biasa hanya dapat idiajukan
apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu;

iUpaya ihukum biasa tidak iselamanya idiajukan ke iMahkamah iAgung, sedangkan iupaya
ihukum luar biasa idiajukan ke iMahkamah iAgung dan idiperiksa serta idiputus oleh Mahkamah
iAgung sebagai iinstansi pertama dan iterakhir.

Pembatasan Kasasi dalam Tindak Pidana Ringan Perspektif HAM

iSalah satu asas inegara ihukum adalah iasas iperlindungan terhadap ihak iasasi imanusia dan
iasas iperadilan yang iadil dan tidak imemihak (Fair Trial). Asas inegara ihukum ini dianut dan
dikembangkan untuk imelindungi dari ancaman atau ipelanggaran dari ipenguasa. iDeklarasi
iUniversal iHAM iPBB menekankan tentang pentingnya kelembagaan iperadilan yang ibebas dan
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imerdeka dengan iharapan mampu melakukan ipemeriksaan dan penilaian yang iobjektif atas
kasus-kasus isengketa hak yang di ihadapkan kepadanya. Prinsip-prinsip ipelaksanaan ifair itrial
(peradilan yang adil dan tidak memihak) terdapat dalam Pasal 9-15 Konvenan iHak iSipil dan
iPolitik. iHak atas iperadilan yang iadil dan tidak imemihak sebagai inorma dalam ihukum dan iHak
Asasi iManusia bertujuan untuk imelindungi iindividu idari pembatasan yang tidak isah dan
isewenang-wenang atau iperampasan atas ihak-hak idasar dan ikebebasan lainnya dalam proses
sistem iperadilan.

iPasal 28 D UUD RI 1945 imenjamin ihak atas ikepastian ihukum yang iadil bagi isetiap
iwarga inegara. Namun pada ifaktanya, ihak atas ikepastian ihukum yang iadil ini isering kali
itercederai oleh sistem iperadilan. iKesewenang-wenangan iaparat ipenegak ihukum pada
ipraadjudikasi dapat imengakibatkan iputusan ipengadilan yang tidak iadil isehingga iterlanggarnya
hak iasasi imanusia. Hal ini senada dengan pendapat dari iMardjono Reksodiputro yang
imengatakan tehap ipraadjudikasi adalah pintu igerbang sistem iperadilan ipidana sehingga
kesewenang-wenangan yang terjadi dari itahap ipraadjudikasi ini akan iberakibat iputusan
ipengadilan yang ikeliru. Yahya iHarahap mengatakan ibahwa ikelambatan dan ikekeliruan oleh
suatu iinstansi akan imengakibatkan irusaknya ijalinan pelaksanaan ikoordinasi dan isinkronisasi
ipenegakan ihukum.16

iPutusan ipengadilan didefinisikan oleh iPasal 1 butir 11 KUHAP sebagai ipernyataan
iHakim yang diucapkan dalam sidang ipengadilan iterbuka, yang dapat iberupa ipemidanaan,
ibebas atau ilepas dari segala ituntutan ihukum. Dalam imembuat iputusan ipengadilan, ihakim
dapat saja imelakukan kesalahan atau ikekeliruan yang dapat imencederai ihak iasasi imanusia,
seperti ihak setiap orang untuk mendapat ihak atas iperadilan yang iadil dan ijujur yang idijamin
pada iPasal 28D UUD RI 1945. Untuk imengoreksi dan imeluruskan ikesalahan dalam iputusan
ipengadilan, isetiap orang dapat imengajukan iupaya ihukum idemi itegaknya ihukum, ikebenaran
serta ikeadilan. Upaya ihukum imerupakan hak ibagi iterpidana atau penuntut iumum untuk
imenerima atau imenolak putusan ipengadilan.

iPada iawal ikemerdekaan iIndonesia, masalah iHak iAsasi iManusia menjadi iperdebatan
seru. Sebagian ianggota ipanitia persiapan ikemerdekaan iberkeinginan agar masalah tersebut
diatur secara itegas dalam iUndang-Undang iDasar. Sementara itu sebagian ilainnya imengatakan
tidak perlu idiatur dalam ikonstitusi. Ketetapan iMajelis iPermusyawaratan iRakyat iRepublik
iIndonesia Nomor XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, imenugaskan lembaga itinggi
inegara dan seluruh iaparatur ipemerintahan untuk imenghormati, imenegakkan dan
imenyebarluaskan pemahaman iHaak iAsasi iManusia kepada seluruh imasyarakat. Adapun,
lembaga-lembaga itinggi itu adalah iPresiden, Dewan iPerwakilan iRakyat iRepublik iIndonesia,
iMaahkamah iAgung, Badan Pemeriksaan iKeuangan dan Dewan Pertimbangan iAgung.
Sedangkan iaparatur inegara adalah seluruh aparat inegara, yakni Pegawai iNegeri iSipil dan
Pegawai iMiliter. Merekalah yang mendapat tugas dari Majelis iPermusyawaratan iRakyat
iRepublik iIndonesia untuk imenghormati, imenegakkan dan imenyebarluaskan iHak iAsasi
iManusia kepada imasyarakat.17

16 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.93.

17 Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001, hlm. 2.
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Secara konkret untuk pertama sekali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak
Asasi Manusia sebagai lampiran ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 sebagai berikut :

1. iHak untuk ihidup :
a. iBerhak untuk ihidup
b. iMempertahankan hidup
c. iKehidupan

2. iHak berkeluarga dan imelanjutkan iketurunan :
a. iMembentuk keluarga
b. iMelanjutkan keturunan imelalui iperkawinan

3. iHak mengembangkan diri :
a. iBerhak atas ipemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang

secara layak
b. iBerhak atas iperlindungan dan ikasih sayang untuk pengembangan

pribadinya, imemperoleh dan imengembangkan ipendidikan
4. iHak keadilan :

a. iBerhak atas ipengakuan, ijaminan, iperlindungan dan iperlakuan ihukum yang
iadil

b. iBerhak mendapat ikepastian ihukum dan perlakuan yang sama idihadapan
ihukum

c. iDalam hubungan ikerja berhak mendapat iimbalan dan perlakuan yang iadil
dan ilayak

d. iBerhak atas status ikewarganegaraan
e. iBerhak atas ikesempatan yang sama untuk ibekerja
f. iBerhak imemperoleh ikesempatan yang sama dalam ipemerintah

5. iHak kemerdekaan :
a. Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama

dan kepercayaannya itu
b. Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani
c. Bebas memilih pendidikan dan pengajaran
d. Bebas bertempat tinggal di wilayah negara, berhak meninggalkannya dan

berhak untuk kembali
6. Hak atas kebebasan informasi :

a. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

7. Hak keamanan :
a. iBerhak atas bebas dari ipenyiksaan atau iperlakuan yang merendahkan

iderajat martabat imanusia
b. iBerhak ikut serta dalam iupaya pembelaan inegara

8. iHak kesejahteraan :
a. iBerhak hidup isejahtera lahir dan ibatin
b. iBerhak atas ilingkungan hidup yang ibaik dan sehat
c. iBerhak untuk ibertempat tinggal serta iberkehidupan yang ilayak
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iPasal 13 iAyat 1 Undang-Undang iNomor 39 iTahun 1999 imemberikan ipengertian iHak
iAsasi iManusia, sebagai iseperangkat ihak yang imelekat pada ihakikat dan ikeberadaan imanusia
sebagai imakhluk iTuhan Yang iMaha iEsa dan imerupakan ianugerah-Nya yang wajib idihormati,
idijunjung tinggi dan idilindungi oleh inegara, ihukum, ipemerintaha dan setiap iorang. Oleh karena
itu, dapat idipahami bahwa iHak iAsasi iManusia itu ada ibeberapa ijenis yang imelekat pada idiri
imanusia sejak dalam ikandungan isampai liang ilahat. Merupakan ianugerah iTuhan Yang iMaha
iEsa dengan imemberi imanusia ikemampuan imembedakan iyang baik dengan yang iburuk (akal
budi). iAkal ibudi iitu membimbing manusia imenjalankan kehidupannya.18

iAkan tetapi, isejarah bangsa iIndonesia telah imencatat berbagai ipelanggaran iHak iAsasi
iManusia yang idisebabkan iperlakuan tidak adil dan idiskriminatif, atas idasar ietnik, iras, iwarna
ikulit, ibudaya, ibahasaa, iagama, igolongan, ijenis ikelamin, istatus isocial, ipolitik, iketurunan dan
isebagainya. Pelanggaran ini terjadi baik secara ihorizontal (antar masyarakat) maupun ivertical
(antar inegara terhadap irakyat) atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong ipelanggaran iHak
iAsasi iManusia yang berat (groes violation of human rights). iKewajiban idasar imanusai (Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 1999), adalah iseperangkat ikewajiban yang apabila tidak
idilaksanakan, tidak memungkinkan vterlaksana dan tegaknya iHak iAsasi iManusia. Dalam
iDeclaration of iHuman iRights Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak tercantum adanya kewajiban
Dasar imanusia, akan tetapi ikewajiban dasar tersebut lahir dalam Undang-Undang Nomor 39
iTahun 1999, yakin pada Bab IV iPasal 67 – iPasal 70. Adapun kewajiban dasar imanusia itu
meliputi :

1. iWajib ipatuh pada peraturan iperundang-undangan
iKewajiban ini berlaku bagi setiap iorang yang berada dalam iwilayah iRepublik
iIndonesia. Baik iWaarga iNegara iIndonesia (WNI) maupun Warga iNegara iAsing
(WNA) yang berada di iIndonesia wajib mematuhi ihukum yang berlaku.

2. iIkut serta dalam upaya ipembelaan inegara
Setiap setiap iwarga inegara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan inegara. Hal ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan iperundang-undangan.

3. iMenghormati Hak Asasi iManusia
Setiap iorang (Pasal 69 iAyat (1) Undang-Undang iNomor 39 iTahun 1999) wajib
imenghormati iHak iAsasi iManusia, imoral, ietika dan itata itertib ikehidupan
ibermasyarakat, iberbangsa, dan ibernegara. Adapun iHak iAsasi iManusia antara lain
seperti yang diatur dalam iPasal 9 sampai dengan iPasal 66 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :
a. iHak untuk ihidup
b. iHak iberkeluarga dan melanjutkan iketurunan
c. iHak imengembangkan diri
d. iHak memperoleh ikeadilan
e. iHak atas kebebasan ipribadi
f. iHak atas rasa iaman
g. iHak atas ikesejahteraan
h. iHak turut serta dalam ipemerintahaan
i. iHak wanita

18 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminilogi
Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 74.
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j. iHak anak

iMoral atau ietika adalah suatu konsep tentang baik atau buruknya itingkah ilaku
imanusia di dalam imasyarakat. Sedangkan tertib ikehidupan ibermasyarakat itu
diatur oleh ihukum, imoral, iadat, dan iagama/kepercayaan.

4. iMenghormati Hak iAsasi Orang lain
Setiap iHak iAsasi iseseorang (Pasal 69 ayat (2)) menimbulkan ikewajiban idasar dan
tanggung ijawab untuk imenghormati iHak iAsasi orang lain secara itimbal balik.
Untuk itu tugas pemerintah imenghormati, imelindungi, imenegakkan, dan
imemajukannya.

5. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang
Menurut iPasal 66 Undang-Undang iNomor 39 Tahun 1999, dalam imenjalankan ihak
dan ikebebasannya setiap orang wajib itunduk kepada ipembatasan yang ditetaapkan
oleh Undang-Undang. Ini idimaksudkan untuk imenjamin pengakuan serta
ipenghormatan atas ihak dan kebebasan orang lain, dan untuk imemenuhi tuntutan
yang iadil sesuai dengan ipertimbangan imoral, ikeamanan, dan iketertiban umum
dalam suatu imasyarakat idemokratis.
iHarus dibedakan antara ihukum yang iberkeadilan dan ihukum yang tidak iadil.
iHukum yang iadil iwajib idipatuhi, tetapi ihukum yang tidak iadil haruss di protes
untuk idiubah. iHukum dapat jadi alat untuk ikorupsi, imemperkaya diri isendiri,
imenindas, idiskriminasi dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang iHak iAsasi iManusia menganut beberapa
iasas idasar salah satunya adalah Hak iPerlindungan Individu (Pasal 4), Pasal ini memberikan
iperlindungan terhadap iindividu berupa hak untuk ihidup, hak untuk tidak idisiksa, hak
ikebebasan ipribadi, hak iberaagama, hak diakui sebagai ipribadi dan persamaan di ihadapan
ihukum (equality before the law), ihak untuk tidak dituntut atas dassar ihukum iretroactive (berlaku
surut) kecuali dalam hal ipelanggaran iHak iAsasi iManusia yang idigolongkan berat. Hak-hak ini
tidak dapat idikurangi dalam ikeadaan apapun juga, termasuk dalam keadaan iperang, isengketa
ibersenjata, dan atau ikeadaan darurat. Hak ini juga tidak dapat idikurangi oleh siapapun juga,
baik inegara, pemerintah dan atau anggota imasyarakat. Lalu, iHak memperoleh dan Menuntut
iPerlakuan yang sama (Pasal 5), setiap orang idiakui sebagai imanusia ipribadi, oleh karena itu
berhak imemperoleh iperlakuan serta iperlindungan yang sama sesuai dengan imartabat
ikemanusiaan di depan ihukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan iperlindungan yang
iadil dari ipengadilan yang objekif dan tidak iberpihak. Selanjutnya, adalah iperlindungan
kelompok masyarakat yang irentan berkenaan dengan ikekhususan, seperti : orang ijompo, anak-
anak, ifakir imiskin, iwanita ihamil dan ipenyandang icacat.19

Setiap orang tanpa diskriminasi (Pasal 17) berhak memperoleh keadilan dan untuk
memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik
dalam perkara perdata, pidana, maupun administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses
peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mangacu kepada hukum acara yang menjamin

19 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminilogi
Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 74.
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pemeriksaan objektif oleh ihakim yang ijujur dan iadil. iTujuannya adalah untuk imemperoleh
iputusan yang adil dan benar. Dalam perkara ipidana berlaku asas :

1. iPraduga tidak ibersalah
iBahwa setiap orang yang iditangkap, iditahan dan idituntut karena idisangka
melakukan suatu itindak ipidana dianggap bersalah isampai ada iputusan ipengadilan
yang berkekuatan ihukum tetap menyatakan ikesalahannya.

2. iNullum iDelictum iSiena iPrevia iLege iPoenale
Bahwa tidak ada iorang yang dapat idituntut untuk idihukum atau idijatuhi ipidana,
kecuali berdasarkan suatu iperaturan perundang-undangan yang sudah sebelum
tindak ipidana itu dilakukan.

3. iKetentuan yang lebih imenguntungkan
iDalam hal terjadi perubahan iperaturan perundang-undangan, maka berlaku
iketentuan yang paling imenguntungkan bagi itersangka.

4. iMendapat bantuan ihukum
iSetiap orang yang idiperiksa berhak mendapat ibantuan ihukum sejak saat
ipenyidikan sampai adanya iputusan ipengadilan yang telah memperoleh ikekuatan
ihukum tetap.

5. iBe ibis iIn iIdem
iSetiap orang tidak dapat idituntut untuk ikedua ikalinya dalam iperkara yang sama
atau suatu iperbuatan yang telah imemperoleh iputusan ipengadilan yang iberkekuatan
ihukum tetap.

Menurut Drs. CST. Kansil, jika kita imeninjau isi dari masing-masing sila dari iPancasila
itu, maka akan inampaklah masing-massing silanya imengandung dan memuat hak-hak iasasi
imanusia, sebagai berikut :

1. Hak-hak iasasi imanusia menurut sila iKetuhanan iYang iMaha iEsa
Sila Ketuhanan Yang iMaha iEsa imengandung pengakuan terhadap iTuhan Yang
iMaha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan iibadah menutut
ikeyakinannya masing-masing. Demikian sila ini idijamin kemerdekaan iberagama
bagi setiap iorang, dimana setiap orang ibebas imemilih dan menjalankan iajaran
iagamanya masing-masing. Setiap iagama dipandang sama ihak dan
ikedudukannya terhadap inegara.

2. iHak iasasi imanusia menurut sila iKemanusiaan Yang iAdil dan iBeradab
iKemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang imenghendaki
terlaksananya ihuman ivalues dalam arti pengakuan idignity of iman, dan ihuman
irights serta ihuman ifreedom. Tiap-tiap orang idiperlakukan secara ipantas, tidak
boleh disiksa dan idihukum secara iganas, idihina atau idiperlakukan secara
imelampaui batas. iKemanusiaan mengakui seluruh imanusia sebagai sama-sama
imakhluk iTuhan dan dengan demikian segala ibangsa sama itinggi dan sama
irendahnya dan ini iberarti pula adanya suatu pengakuan ikemerdekaan bagi
isegala bangsa dengan imenolak ikolonialisme dan iimperialism.

3. iHak iasasi imanusia menurut sila Persatuan iIndonesia
iPersatuan iIndonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang imengutamakan
ikepentingan Bangsa di atas ikepentingan isuku, igolongan, ipartai dan lain-lain. Ini
berarti ipersatuan antara golongan-golongan, isuku-suku dan ipartai-partai yang
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mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam inegara iIndonesia,
dalam arti adanya ikeseimbangan yang iharmonis dengan tidak imengutamakan
yang satu dengan imengabaikan yang lainnya.

4. iHak iasasi imanusia menurut isila iKerakyatan Yang iDipimpin Oleh iHikmat
iKebijaksanaan Dalam iPermusyawaratan/Perwakilan
iKedaulatan rakyat berarti ikekuasaan inegara berada di itangan irakyat. iNegara
dibentuk oleh irakyat dari irakyat dan untuk irakyat. iKedaulatan irakyat itu
idisalurkan secara idemokrasi melalui iperwakilan, yang bagi bangsa iIndonesia
imelaalui Majelis iPermusyawaratan iRakyat. Oleh karena ikedaulatan di tangan
irakyat, maka MPR-RI sebagai penjelmaan dari kedulatan irakyat itu adalah
ilembaga negara itertinggi.

5. iHak iasasi imanusia sila Keadilan iSosial iBagi iSeluruh Rakyat iIndonesia
iKeadilan isocial iberwujud ihendak melaksanakan ikesejahteraan umum bagi
seluruh anggota imasyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya ikeadilan bagi
sesame ianggota imasyarakat (social). iKeadilan yang dimaksud ialah keadilan
yang memberi iperimbangan dimana hak imilik berfungsi isocial. Ini berarti tiap-
tiap orang dapat imenikmati ikehidupan yang layak sebagai imanusia yang
iterhormat, dalam arti tidak ada ikepincangan idimana ada isegolongan yang
hidup mewah sedang igolongan lain sangat imelarat, atau dengan kata lain tiap
orang harus mendapat ikesempatan yang sama untuk mendapat inafkah dan
jaminan hidup layak dalam lapangan iekonomi dan sosial dengan tidak saling
merugikan atau imenindas, melainkan saling harga-menghargai dan bantu-
membantu untuk kepentingan imasyarakat dan inegara.

Penutup

Kesimpulan

Undang-Undang iMahakamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A khususnya untuk
Pembatasan iKasasi, Penerapannya belum idilaksanakan secara konsekwen, iMahkamah Agung
sendiri ibelum melakukan sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan iHak
Asasi Manusia. Fungsi pengadilan ikasasi seharusnya dikembalikan pada khitahnya, yaitu untuk
menjaga kesatuan ihukum. Kasasi adalah hak untuk terdakwa tetapi malah dibatasi ioleh Undang-
Undang Nomor 5 iTahun 2004, padahal di iUndang-Undang Dasar iNegara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28D dan Undang-Undang Nomor 39 iTahun 1999 Tentang Hak Asasi iManusia
sudah menjelaskan ibahwa semua orang berhak memperoleh keadilan dan imengajukan
permohonan, ipengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, imaupun
administrasi serta di adili imelalui proses peradilan yang bebas dan tidak imemihak. Asas
persamaan perlakuan di idepan hukum (Equality Before the Law) ijuga diabaikan, karena iadanya
pembatasan kasasi dalam itindak pidana iringan. Terdapat Inkonsistensi antara iUndang-Undang
Hak Asasi Manusia yang imana keadilan dimuka umum iharus sama (hak terdakwa dalam
melakukan upaya ihukum kasasi) dengan iInkonsistensi pembatasan kasasi dalam tindak ipidana
ringan, yaitu tidak itaat asas yang mempunyai bagian-bagian itidak sesuai, bertentangan, dan
tidak serasi. iPembatasan perkara dengan demikian imenjadi suatu keharusan bila kita
menginginkan kembalinya kewibawaan ipengadilan. Namun, untuk imemastikan pembatasan
perkara idapat berjalan efektif tanpa melanggar ihak warga Negara, maka diperlukan ikajian
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mendalam untuk imenentukan kriteria dan jenis perkara yang dapat berakhir di ipengadilan
tingkat pertama maupun di ipengadilan tingkat ibanding. Dengan demikian, pelaksanaan
pembatasan kasasi penting iartinya untuk mengembalikan ifungsi Mahkamah iAgung sebagai
penjaga konsistensi putusan pengadilan iagar dalam perkara-perkara yang serupa dapat di putus
sama di tingkat ikasasi dan melihat UUD 1945 dan UU HAM, agar hak pencari ikeadilan
terpenuhi. Karena apabila ihakim-hakim Agung tersebut memutus iperkara yang serupa diputus
berbeda ditingkat kasasi, hal ini berbahaya bagi iperkembangan hukum, khususnya kepastian
hukum dan keadilan di iIndonesia.

Saran

Bagi Pemerintah, Pembatasan Kasasi dalam itindak pidana ringan atau hukuman dibawah
1 tahun yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 ayat (2)
seharusnya dikaji kembali, dikarenakan Penghargaan akan ihak-hak terdakwa sebagaimana
diakomodir dalam Pancasila isila Kedua, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang HAM
ketika iunsur kesalahan tidak mampu dibuktikan. Terdakwa berhak untuk mendapatkan kepastian
hukum dan memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo. Pasal 95
ayat (1) KUHAP sehingga hak-haknya idipulihkan. Dengan adanya pembatasan kasasi dalam
tindak pidana ringan akan menghilangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi
Terdakwa yang berhak untuk memperoleh jaminan gantu kerugian dan pemulihan nama ibaik
berupa rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP. iKarena didalam Pasal 244 sampai Pasal
258 KUHAP telah diatur ibahwa terdakwa berhak mengajukan permohonan ikasasi satu kali dan
kasasi dapat diminta kepada iMahkamah Agung.
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